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PELAKSANAAN PILOTING SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

Menimbang : a.

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan
huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan
kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara,
dan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
bahwa untuk menerapkan sistem informasi manajemen
keuangan negara yang terintegrasi perlu didukung oleh
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi agar terwujud
tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan

Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cata Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1191);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN
PILOTING SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang
selanjutnya disingkat SAKTI adalah aplikasi yang
digunakan untuk mendukung pelaksanaan sistem
perbendaharaan dan penganggaran negara pada instansi
pemerintah meliputi antara lain modul penganggaran,
modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara,
modul persediaan, modul aset tetap, modul piutang, serta
modul akuntansi dan pelaporan.

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang
selanjutnya disingkat SPAN adalah bagian dari sistem
pengelolaan keuangan negara yang meliputi penetapan
proses bisnis dan sistem informasi manajemen
perbendaharaan dan anggaran negara terkait manajemen
DIPA, penyusunan anggaran, manajemenkas, manajemen
komitmen, manajemen pembayaran, manajemen
penerimaan, dan manajemen pelaporan.

Implementasi SAKTI adalah serangkaian kegiatan untuk

menerapkan SAKTI dengan menggunakan sumber daya
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manusia, proses bisnis, infrastruktur, dan teknologi
SAKTI pada Satker Kementerian Negara/Lembaga.

Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK
adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan
dalam media penyimpanan digital.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat
BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya
disingkat Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh
BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang
ditetapkan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari Bendahara Umum  Negara untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bendahara Umum
Negara.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L,
adalah  dokumen  rencana  keuangan = tahunan
Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut
Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran
yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran
dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai
pelaksanaan APBN.

Modul Administrasi adalah bagian dari SAKTI yang
berfungsi untuk mengelola data referensi dan data user

SAKTI.
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Modul Penganggaran adalah bagian dari SAKTI yang
berfungsi untuk Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran sampai dengan penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran termasuk di dalamnya proses
perencanaan penyerapan anggaran dan
penerimaan/pendapatan dalam periode satu tahun
anggaran.

Modul Komitmen adalah bagian dari SAKTI yang
berfungsi untuk pengelolaan aktivitas terkait pencatatan
data supplier, kontrak, dan Berita Acara Serah Terima
(BAST) dalam rangka pelaksanaan APBN untuk
mendukung pengelolaan data pagu, perencanaan kas dan
referensi dalam pelaksanaan pembayaran.

Modul Bendahara adalah bagian SAKTI yang berfungsi
untuk penatausahaan penerimaan dan pengeluaran
negara melalui Bendahara.

Modul Pembayaran adalah bagian dari SAKTI yang
berfungsi untuk pengajuan pembayaran atas beban
APBN, pengesahan pendapatan dan belanja, dan
pencatatan Surat Perintah Pencairan Dana.

Modul Persediaan adalah bagian dari SAKTI yang
berfungsi untuk pencatatan transaksi barang persediaan,
pembuatan jurnal transaksi, dan pembuatan laporan
persediaan.

Modul Aset Tetap adalah bagian dari SAKTI yang
berfungsi untuk pencatatan dan pelaporan Barang Milik
Negara berupa aset tetap dan aset tak berwujud.

Modul Piutang adalah bagian dari SAKTI yang berfungsi
untuk melakukan penatausahaan transaksi piutang di
Satker pengguna SAKTI.

Modul Akuntansi dan Pelaporan adalah bagian dari
SAKTI yang berfungsi untuk pengintegrasian data jurnal
dari semua modul SAKTI dalam rangka penyusunan
laporan keuangan.

Portal SAKTI adalah adalah aplikasi berbasis web yang
mendukung SAKTI, sebagai sarana komunikasi data

KPPN antara SAKTI dengan SPAN.
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Aplikasi Existing adalah aplikasi yang digunakan satuan
kerja diluar SPAN, SAKTI, dan aplikasi pendukung
SPAN/SAKTI.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri
dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut
ketentuan  peraturan  perundang-undangan = wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.

Instansi adalah sebutan kolektif bagi entitas yang
meliputi satuan kerja, kantor wilayah atau yang
setingkat, unit eselon I dan Kementerian
Negara/Lembaga.

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah
unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau
unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan
kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
Chief of Information Officer yang selanjutnya disingkat
CIO adalah suatu jabatan strategis yang memadukan
sistem informasi dan teknologi informasi dengan aspek
manajemen agar memberikan dukungan maksimal
terhadap pencapaian tujuan.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA
untuk melaksanakan sebagian kewenangan dantanggung
jawab  penggunaan anggaran pada Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB
adalah Kepala Satker atau pejabat yang ditunjuk oleh



